
 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 
 

5.1 Kesimpulan 

Selama Praktik Kerja Lapangan (PKL) berlangsung dalam waktu 3 bulan 

maka dapat disimpulkan hal-hal dibawah ini: 

1. Dalam penggunaan dokumen persetujuan pengeluaran barang impor yaitu PIB 

dan SPPBMCP, PT IIC menunjukkan bahwa dokumen ini merupakan dokumen 

yang sangat penting karena saat dokumen telah diterima oleh Divisi Ekspor 

Impor maka barang telah diterima sebelumnya oleh pihak Gudang. 

2. Dokumen PIB dan SPPBMCP dapat digunakan untuk jasa angkutan via udara 

dan laut, tidak terbatas pada volume barang dan total harga barang. Hal yang 

paling penting adalah pemilihan jasa angkut dari luar negeri ke Indonesia 

merupakan jasa yang paling menguntungkan atau paling sedikit biayanya. 

3. Barang dengan biaya $100-$1500 menggunakan dokumen SPPBMCP, 

sedangkan barang impor dengan biaya diatas $1500 menggunakan dokumen 

PIB, Kedua dokumen ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. 

4. Adanya fasilitas pembebasan dari beberapa negara untuk bea masuk dan dari 

pemerintah Indonesia untuk PPh sehingga ada kolom dibebaskan pada PIB. 

PPN tetap ada karena menjadi masukan bagi pemerintah dan merupakan biaya 

wajib yang harus dibayar. PPN bernilai 10% dari nilai FOB + asuransi + biaya 

perjalanan. 

5. Adanya verifikasi yang dilakukan oleh perusahaan dalam penerimaan dokumen 

SPPBMCP dan PIB sehingga saat ada kesalahan dapat langsung dilaporkan 

untuk penggantian data menjadi data yang benar. Penggantian ini memakan 

waktu yang cukup lama karena dokumen harus dikembalikan ke Divisi Ekspor 

Impor. 
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5.2 Saran 

Saran bagi perusahaan atas terjadinya kesalahan pada soft file impor sesuai 

dengan verifikasi kebenaran dokumen persetujuan pengeluaran barang impor 

yaitu: 

1. Sebelum dokumen diberikan kepada divisi lain seharusnya Divisi Ekspor 

Impor benar-benar memeriksa secara teliti mengenai soft file impor sehingga 

dapat mengurangi risiko mengulangi pekerjaan yang sama. 

2. Perlunya perbaikan untuk pihak-pihak penerima dokumen karena pihak yang 

menerima PIB/SPPBMCP terlalu banyak sehingga resiko kehilangan dokumen 

tinggi. Jika banyak pihak menerima satu dokumen, dokumen hilang tidak dapat 

diketahui sehingga harus menunggu respon dari Divisi Ekspor Impor untuk 

meminta soft file. 

3. Menunggu respon jika dokumen hilang atau pun soft file yang salah akan 

membuang waktu beberapa divisi sehingga lebih baik verifikasi hanya 

dilakukan dua divisi saja dan diperiksa secara teliti oleh dua divisi. Dua divisi 

ini adalah Divisi Ekspor Impor dan Divisi Keuangan. Perlu dilakukan Divisi 

Ekspor Impor karena pihak pertama yang menerima dokumen tersebut adalah 

divisi ini dan arsip impor berada pada divisi yang sama. Divisi Keuangan perlu 

memverifikasi kembali untuk memeriksa soft file impor, input data, dan 

melakukan pembayaran. Sebelum biaya-biaya impor dibayarkan, Divisi 

Keuangan dapat memeriksa kembali kebenaran dokumen baik secara fisik 

maupun soft file impor. Keduanya harus sama dan tidak ada pengecualian 

untuk perbedaan. 
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